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Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang wajib dipenuhi dalam kehidupan sehari – hari, sehingga pangan yang dikonsumsi harus sehat dan aman bagi tubuh manusia. Dalam pemenuhan kebutuhan pangan, terdapat interaksi antara produsen, konsumen dan distributor. Salah satu yang berperan aktif dalam peredaran pangan adalah pedagang pangan dan konsumen yang dianggap kurang berperan aktif. Sebagai pelaku usaha, pedagang berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang dijualnya. Akan tetapi pedagang tidak menjalankan ketentuan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pedagang yang menjual pangan dalam kemasan kurang memperhatikan atas barang dagangan yang dipasoknya baik dari produsen secara langsung maupun dari distributor. Hal tersebut dapat kita lihat dari adanya sikap pedagang yang langsung menerima pangan untuk dijualnya itu mengandung Bahan Tambahan Pangn (BTP) atau tidak, sehingga sebagai konsumen terkadang hanya melihat kemasan pangan tanpa memperhatikan kandungan isi yang ada didalam pangan tersebut.
Tujuan penelitian ini adalah memperoleh deskripsi mengenai (1) penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan terhadap pangan dalam kemasan di pasar tradisional Mojokerto, (2) kendala – kendala yang dialami oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojoketo terkait penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan, dan (3) upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojoketo terkait penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan.
Metode penelitian ini adalah yuridis non doktrinal. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, angket dan observasi untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik wawancara, angket dan observasi digunakan untuk memperoleh data kualitatif tentang penggunaan BTP yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pedagang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pedagang tidak memperhatikan kemasan pangan atas barang dagangan yang dipasoknya baik dari produsen secara langsung maupun melalui perantara. Hal ini disebabkan kurangnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto. Selain karena alasan dari faktor internal, yang menjadi kendala dalam proses peredaran pangan oleh pedagang adalah faktor dari luar, yaitu karena kurangnya tingkat kesadaran hukum masyarakat yang rendah. Sedangkan Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum pernah menerapkan adanya sanksi secara tegas kepada pedagang pangan skala rumah tangga yang tidak mencantumkan ketentuan label pangan secara lengkap.

Kata kunci: Implementasi, Permenkes 033 Tahun 2012, Bahan Tambahan Pangan, Pasar Tradisional Mojokerto.
Abstract
Mojokerto is one of the regions in East Java which ever been by Surabaya food and drug regulatory agency to conduct inspection related to Food Additives. It is based on the order of the Minister of Health Decree Number 033 Year 2012 concerning Food Additives which regulates the use of Food Additives. One of the place that could potentially become the spot violation of the Minister of Health Decree Number 033 Year 2012 concerning Food Additives is the traditional market. Therefore, researcher conducted research at Mojokerto traditional market with regard to the implementation of the Minister of Health Decree Number 033 Year 2012 concerning Food Additives.
The purposes of this study are to obtain a description of the implementation, constraints and the efforts made by the district Department of Health and the district Department of Industry and Trade District related to the implementation Minister of Health Decree Number 033 Year 2012 concerning Food Additives. This research uses empirical research to the sociological juridical approach. Data were collected by using interview, questionnaires and observation to obtain data that is descriptive qualitative.
The results showed that there were violations related to the use of Food Additives that exceed the maximum limits in the category of food and the use of prohibited materials used as food additives. In addition, this study also elaborated on the obstacles faced by related departements. The obstacles are the lack of funds, the quantity and quality of human resources, employee is understanding, facilities and infrastructure, basic tasks and functions, supervisory, administrative sanctions, and the non existence of consumer dispute resolution body in Mojokerto regency. The efforts are requesting funds, requesting the number of employees, socialization and training, constructing the laboratory, issuing a Task Order, periodic monitoring, warning and guidance..







Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia harus senantiasa cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam dan tersedia cukup merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta makin berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kita mengetahui bahwa memakan pangan kemasan adalah cara praktis untuk mendapatkan asupan energi dalam waktu yang singkat. Selain itu, pangan kemasan dijadikan sebagai camilan dikala istirahat singkat, tapi sedikit dari konsumen yang tahu apakah kandungan dalam pangan tersebut aman atau tidak.
Beragam pangan beredar di pasaran dari bentuk cair, emulsi, padat, semipadat dan serbuk atau bubuk. Hal ini merupakan imbas dari perkembangan selera konsumen, gaya hidup, teknologi informasi sehingga mendorong inovasi produk pangan. Terdapat beberapa pangan olahan dalam kemasan yang mengandung bahan yang dilarang ditambahkan pada pangan seperti yang terdapat pada kerupuk, terasi, saos tomat, saos pedas dan lainnya yang banyak dijual di pasar tradisional. Kebutuhan pangan itulah yang membuat pelaku usaha pangan selalu mencari cara untuk membuat makanan yang diproduksinya menjadi bertambah lezat, nikmat dan tentunya dapat membuat orang tertarik menikmati makanan karena Bahan Tambahan Pangan (untuk selanjutnya disebut BTP) yang ditambahkan pada masakanan tersebut. Terkait dengan tujuan pelaku usaha yang pada intinya adalah meningkatkan kinerja untuk menghasilkan laba yang meningkat, pelaku usaha sering melakukan perbuatan yang dapat merugikan konsumen. Dengan alasan efisiensi, pelaku usaha menurunkan biaya produksi dengan mengurangi komposisi bahan – bahan yang berkualitas dan bermanfaat dan menambahkan BTP yang berlebihan. Konsumen dalam hal ini, dengan terbatasnya informasi yang didapat adalah pihak yang dirugikan. Maka dari itu, diperlukan peraturan untuk melindungi kepentingan konsumen. 
Pangan yang mengandung BTP yang dilarang dewasa ini semakin bertambah jumlahnya. Hal ini dibuktikan dengan  adanya jajanan di pasar – pasar tradisional atau jajanan di pinggir jalan di Desa Brangkal Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto yang tidak memperhatikan keselamatan dan kesehatan konsumen dengan menjual pangan yang berwarna mencolok dan tidak mencantumkan jenis dan golongan BTP pada label pangan. Bahkan sering juga disiarkan di televisi mengenai oknum – oknum yang tidak bertanggungjawab dalam mengolah dan menjual makanan hasil produksinya.
Berdasarkan pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (untuk selanjutnya disebut Permenkes 033 Tahun 2012) menyebutkan bahwa BTP adalah bahan  yang  ditambahkan  ke dalam  pangan untuk rnempengaruhi sifat  atau bentuk pangan. Ada beberapa penggunaan BTP yang melebihi batas maksimal yang diperbolehkan, baik dalam kemasan kotak, kaleng, dan plastik. Di kabupaten Mojokerto terdapat salah satu pabrik kecap yang dalam proses produksinya menggunakan siklamat melebihi batas maksimal penggunaan dalam pangan. Ada juga golongan pengawet jenis benzoat dan pemanis jenis sakarin di dalam minuman sinom, beras kencur, manisan kering dan ada dihampir semua makanan dan minuman dalam kemasan yang penggunaannya melebihi batas maksimal yang diperbolehkan.
Terkait dengan permasalahan BTP, hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan data Dinkes tanggal 21 Oktober 2011 ditemukan adanya Rhodamin B yang terkandung di dalam cup ice cream, es cao, krupuk merah, krupuk upil rasa pedas, klanting, terasi, dan kue bikang. Selain itu juga terdapat BTP yang tidak diperbolehkan untuk ditambahkan di dalam makanan yaitu berupa boraks. Dalam laporan hasil pengujian makanan tidak memenuhi syarat melalui penguatan mobil keliling BPOM Surabaya di kabupaten Mojokerto tahun 2011 juga ditemukan adanya boraks yang terdapat dalam krupuk puli, krupuk stik, dan pentol besar. Selain itu berdasarkan observasi yang dilakukan penulis di Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, beberapa produk Industri Rumah Tangga Pangan (untuk selanjutnya disebut IRTP) tidak mencantumkan secara jelas bahan – bahan atau komposisi pada label kemasan pangan sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (untuk selanjutnya disebut PP 69 Tahun 1999), pasal 22 Angka 1 menyatakan bahwa: “Untuk pangan yang mengandung BTP, pada label wajib dicantumkan golongan BTP”. Hal ini tentunya menyebabkan keraguan apakah makanan tersebut aman untuk dikonsumsi atau tidak.
Kewajiban aparat penegak hukum terutama tim gabungan Dinkes dan Dinas Perindustrian (untuk selanjutnya disebut Disperindag) adalah melakukan pembinaan terhadap industri dan penggunaan BTP serta kepala BPOM melakukan pengawasan terhadap industri dan penggunaan BTP yaitu razia terhadap makanan dan minuman yang tidak aman konsumsi. Apabila ada kemasan rusak, warna produk pangan mencolok, produk yang dijual banyak yang kadaluwarsa atau makanan yang tidak berlabel harus disita untuk diteliti lebih lanjut di laboratorium. Pemilik atau penjual produk makanan yang menjual pangan tidak sesuai dengan standar kelayakan untuk dikonsumsi juga seharusnya langsung ditindak sesuai dengan amanat Permenkes 033 Tahun 2012.




Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian hukum yuridis empiris (sociological jurisprudence)/ non doctrinal yaitu jenis penelitian yang mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma hukum berupa perundang – undangan bekerja di dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bagaimana implementasi terkait aturan atau regulasi yang diberikan oleh peraturan perundang – undangan yaitu Permenkes 033 Tahun 2012 di Kabupaten Mojokerto. Lokasi penelitian dilaksanakan di Pasar Brangkal, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto karena alasan bahwa berdasarkan prasurvey yang telah dilakukan pada Pasar Brangkal di Kabupaten Mojokerto adalah merupakan tempat yang menjual segala jenis pangan olahan baik yang terdaftar di BPOM maupun yang belum terdaftar dan juga merupakan tempat yang pernah dikunjungi oleh BPOM Surabaya dalam rangka pengawasan mobil keliling pada produk pangan. Alasan kedua Pasar Brangkal adalah pasar yang paling dekat dengan Kota Mojokerto karena lokasi yang strategis, jadi arus perdagangan lebih cenderung perlu diawasi. Alasan ketiga  adalah jenis dagangan yang dijual bervariasi, tidak hanya pangan yang dijual, tetapi juga non pangan. Alasan selanjutnya adalah di pasar Brangkal menjual jajanan mulai dari jajanan tradisional sampai jajanan modern.Penelitian juga akan dilakukan di Dinkes Kabupaten Mojokerto di Jalan R. A. Basuni Nomor 4 Mojokerto dan Disperindag Kabupaten Mojokerto yang beralamat di Jalan Majapahit Nomor 582 Mojokerto.
Sumber data dalam penelitian ini berupa buku, dokumen, informan, atau subjek penelitian. Sumber data dapat dikategorikan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. 
a.	Data Primer 
a). Populasi
Adapun dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh pedagang pangan yang menjual produk skala IRTP di Pasar Brangkal yang berjumlah 40 pedagang pangan serta konsumen pangan di Pasar Brangkal yang rata – rata berjumlah 10 orang di setiap pedagang pangan. Jadi jumlah seluruh konsumen yang berbelanja setiap hari di Pasar Brangkal pada 40 pedagang adalah 400 konsumen.
b). Sampel
Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Pengambilan sampel ditujukan kepada responden yang dikehendaki dan dianggap mewakili serta dapat memberikan keterangan yang mengarah sehingga memperoleh data yang faktual. Penentuan sampel dilakukan terhadap beberapa responden diantaranya :
a.	Pedagang pangan; dan
b.	Konsumen pangan.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu dalam hal ini dimaksud adalah teknik purposive sampling yang ditujukan kepada penjual pangan dalam kemasan dan konsumen pangan dalam kemasan. Peneliti dalam hal ini memberikan kriteria penjual yang dijadikan sampel dalam penelitian yaitu:
a.)	Sudah berdagang di Pasar Brangkal lebih dari 4 tahun;
b.)	Penjual tersebut memang menjual pangan dalam kemasan; dan 
c.)	Dewasa . 
Sampel yang akan diberikan kepada pedagang pangan dalam kemasan adalah berjumlah 50 persen dari jumlah seluruh pedagang pangan yang ada di Pasar Brangkal. Jadi, 50 persen dari 40 penjual adalah 20 penjual. Teknik purposive sampling juga digunakan pada sampel konsumen pangan dengan kriteria yang diberikan oleh peneliti yaitu:
a.)	Sudah berbelanja di Pasar Brangkal selama lebih dari 1 tahun;
b.)	Mengetahui tentang Bahan Tambahan Pangan; dan
c.)	Dewasa 
Sampel yang akan diberikan kepada konsumen pangan adalah ¹/10 dari jumlah konsumen setiap harinya yang rata – rata berjumlah 400 orang. Jadi sampel yang diambil berjumlah 40 konsumen. Sedangkan kriteria dewasa yang peneliti gunakan sebagai acuan adalah dewasa menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disingkat KUHPerdata), yaitu berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata. Kriteria dewasa menurut berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata adalah sudah berumur genap dua puluh satu tahun dan atau belum berumur genap dua puluh satu tahun tetapi sudah menikah. 
c). Informan 
Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi atas data yang dibutuhkan oleh peneliti, dimana informasi yang diberikan sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai yang diinginkannya. Informan atau sumber data yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Ibu S. Indriastuti selaku Kepala Seksi Farmasi Makanan dan Minuman Bidang Pelayanan Kesehatan di Dinkes Kabupaten Mojokerto (untuk selanjutnya disebut Ibu S. Indriastuti). Informan selanjutnya adalah Ibu Ida Nuryati, SH. MH selaku Kepala Seksi Mitrologi dan Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut Ibu Ida dan Ibu Anie Sri Wilujeng, S. Sos selaku Kepala Seksi Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau dari Disperindag Kabupaten Mojokerto (untuk selanjutnya disebut Ibu Anie).
b.	Data Sekunder 
Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah buku – buku terkait BTP dari Dinkes, KUHP, UUPK, UU Pangan, PP No. 28 Tahun 2004 Permenkes 033 Tahun 2012 dan dokumentasi. Data penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu berupa data non angka. Data non angka yang dimaksud dalam penlitian ini adalah berupa kata – kata, gambar, bagan, dan tabel terkait dengan data di lapangan.

Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data secara terperinci dan baik, maka peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu:
1.)	Data primer 
Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara, angket dan observasi peneliti. Setelah data diperoleh dari lapangan maka langsung diolah. Data primer akan diperoleh dengan cara:
a.	Wawancara (interview)
Wawancara (interview) yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman serta dikombinasikan dengan sistem terbuka sehingga pertanyaan – pertanyaan yang belum tercantum pada daftar pertanyaan dapat langsung ditanyakan oleh penulis sehingga mendapatkan keterangan yang lebih jelas dan terperinci. Dalam hal ini, peneliti melakukan tanya jawab atau wawancara secara langsung (interview) terhadap informan yang telah ditentukan oleh peneliti yaitu kepada Ibu S. Indriastuti serta Ibu Ida dan Ibu Anie. Wawancara ini dilakukan peneliti untuk mendukung data yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan hal – hal yang berkaitan dengan penelitian.
b.	Angket atau kuesioner (questionnaires)
Angket atau kuesioner (questionnaires) adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal- hal lain yang ia ketahui. Alasan menggunakan teknik ini supaya sampel (pedagang dan konsumen) tidak perlu memberikan penjelasan secara panjang lebar dan juga sangat praktis, tegas, dan efisien dalam mengungkapkan inti persoalan. Cara ini digunakan untuk memperoleh data primer yang diperlukan oleh peneliti. Angket atau kuesioner (questionnaires) akan diberikan kepada pedagang pangan dan juga kepada konsumen pangan sesuai apa yang telah ditentukan oleh peneliti.
c.	Observasi (pengamatan)
Observasi (pengamatan) secara langsung dilakukan terhadap produk pangan dalam kemasan yang dijual di Pasar Brangkal Kabupaten Mojokerto. Observasi juga dilakukan dengan melihat perilaku pedagang dan perilaku konsumen.

2.)	Data sekunder
Data sekunder akan diperoleh dari studi kepustakaan melalui studi dokumentasi yaitu suatu metode dimana penulis akan mengumpulkan data dengan cara membaca, mempelajari dokumen dan arsip maupun catatan penting lainnya yang berkaitan yang peneliti dapat dari hasil penelitian.

Teknik Analisis Data
Dalam menganalisa data penelitian ini, akan digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan memaparkan atau menggambarkan hasil studi lapangan dan hasil studi literatur, kemudian menganalisa data yang diperoleh dan selanjutnya digunakan untuk membahas permasalahan yang ada sehingga mampu memberikan gambaran empirik dan faktual, baik yang bersifat yuridis maupun yang bersifat sosiologis tentang penggunaan BTP yang sesuai dengan prosedur atau aturan. Teknik analisis deskriptif ini pada dasarnya diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang diperoleh di lapangan. Kemudian dilakukan interpretasi dan analisis secara keseluruhan agar mendapatkan gambaran secara utuh. Setelah itu data dianalisis berdasarkan hasil wawancara, angket dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, lalu data disajikan dalam bentuk suatu narasi serta bagan terkait data yang dibutuhkan. Selanjutnya dilakukan verifikasi untuk kemudian dikaitkan dengan berbagai regulasi mengenai ketentuan dalam penggunaan BTP. Dalam penelitian ini, penulis tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut. Jadi, hasil analisis merupakan suatu data yang benar – benar sesuai dengan fakta yang terdapat di lapangan. 
Setelah pengumpulan data dan informasi didapatkan, baik primer atau sekunder, kemudian data direduksi dan diikuti penyusunan sajian data secara komprehensif dan teliti serta hati – hati dan selanjutnya diakhiri dengan penarikan kesimpulan/ verifikasi.
a.)	Reduksi Data
b)    Penyajian Data
c).   Menarik Verifikasi dan Kesimpulan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
1.	Profil Pasar Tradisional Mojokerto
Pengertian Pasar menurut pasal 1 angka 12 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa: “Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan”. Sedangkan pengertian Pasar Tradisional menurut Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menyebutkan bahwa:
“Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil/ mikro, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui mekanisme tawar – menawar”.

Ada 10 pasar tradisional di Kabupaten Mojokerto yang pengelolaan sepenuhnya diserahkan ke desa masing – masing, sesuai dengan amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang pengelolaan pasar yakni pasar yang dikelola kerjasama desa dengan Pemerintah Daerah dihibahkan ke desa masing – masing. Pasar yang telah dihibahkan ke desa masing – masing di Kabupaten Mojokerto yaitu Pasar Pacet, Pasar Pohjejer (Gondang), Pasar Kesiman (Trawas), Pasar Terusan/ Lespadangan (Gedeg), Pasar Ngareskidul (Kemlagi), Pasar Kupang (Jetis), Pasar Randegan (Dawarblandong), Pasar Kemlagi (Kemlagi), Pasar Gempolkerep (Gedeg) dan Pasar Pandan (Pacet). Sementara pasar yang masih dikelola oleh Disperindag Kabupaten Mojokerto yaitu Pasar Mojosari, Pasar Brangkal, Pasar Pugeran, Pasar Dinoyo dan Pasar Kutorejo.
Sesuai dengan pembatasan masalah dalam penelitian ini maka pasar tradisional yang akan diteliti adalah Pasar Brangkal. Pasar Brangkal berlokasi di Jalan Kamas Setioadi Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Pasar Brangkal dekat dengan desa Temon, Kota Mojokerto, dan Mojoagung dengan koordinat 7⁰31’26”S 112⁰24’51”E. Pasar Brangkal memiliki luas tanah 5,910m2 dan bersertiffikat hak pakai nomor 9. Berkaitan dengan manajemen pasar, pasar Brangkal dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto yaitu Disperindag. Pasar Brangkal dipimpin oleh Bapak Eko. 
Pasar Brangkal di Kabupaten Mojokerto adalah merupakan tempat yang menjual segala jenis pangan olahan baik yang terdaftar di BPOM maupun yang belum terdaftar dan juga merupakan salah satu tempat yang dikunjungi oleh BPOM Surabaya dalam rangka pengawasan produk pangan. Pasar Brangkal yang masih termasuk wilayah Kabupaten Mojokerto adalah pasar yang berada paling dekat dengan Kota Mojokerto. Lokasi pasar yang berada di wilayah pedesaan tetapi pada saat yang sama tidak jauh dengan pusat kota menjadikan pasar Brangkal memiliki berbagai jenis dagangan yang dijual dimulai dari baju atau pakaian, peralatan rumah tangga, aksesoris pakaian, termasuk beberapa jenis makanan dalam kategori produk pangan. Pasar Brangkal menjual produk pangan dari yang khas setempat seperti onde – onde sampai pangan yang secara umum dapat dijumpai di banyak tempat, contohnya biskuit. 
Jumlah seluruh pedagang pangan yang menjual produk pangan di Pasar Brangkal berjumlah 40 pedagang pangan, yang mana pedagang tersebut rata – rata berdomisili di sekitar setempat. Pedagang di Pasar Brangkal sudah berjualan lebih dari empat tahun. Adapun konsumen yang berbelanja di Pasar Brangkal berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pedagang rata – rata berjumlah 10 orang di setiap pedagang pangan. Jadi jumlah seluruh konsumen yang berbelanja setiap hari di Pasar Brangkal pada 40 pedagang adalah 400 konsumen. Konsumen tersebut rata – rata berdomisili di sekitar pasar. Ada juga konsumen yang sengaja berbelanja di Pasar Brangkal dengan tujuan untuk dijual kembali atau kulakan. Padahal, domisili mereka berada di lain desa Brangkal akan tetapi masih dalam satu kecamatan. Hal tersebut dikarenakan konsumen merasa lebih senang karena dagangan yang dijual beragam jenis dan juga lengkap dari pada pasar lain di Kabupaten Mojokerto.

2.	Hasil Uji Laboratorium yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 terkait Bahan Tambahan Pangan di Pasar Tradisional Mojokerto
Hasil wawancara antara peneliti dengan pedagang di Pasar Brangkal menyatakan bahwa pernah diadakan pengawasan produk makanan dan minuman yang dilakukan oleh tim gabungan antara Dinkes dan Disperindag Kabupaten Mojokerto yang terakhir diadakan pada bulan Mei 2013. Hal tersebut sama halnya dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu S. Indriastuti. Ibu S. Indriastuti menyatakan bahwa pihak Dinkes dan Disperindag Kabupaten Mojokerto pernah melakukan inspeksi mendadak (sidak) atas pengawasan peredaran pangan di Pasar Brangkal Mojokerto. 
Dalam rangka mendukung dan menindaklanjuti gerakan menuju pangan jajanan anak yang aman, bermutu dan bergizi yang dicanangkan oleh wakil Presiden RI pada tanggal 31 Januari 2011, BPOM melalui Dinkes dan Disperindag Kabupaten Mojokerto terus melakukan pemeriksaan setempat, penyebaran informasi, pembelian sampel dan pengujian laboratorium keliling terhadap pangan jajanan yang dijual di kantin dan sekitar sekolah, penjual jajanan di pinggir jalan maupun di pasar tradisional. Data terakhir dari Dinkes Kabupaten Mojokerto tahun 2013 melalui laporan hasil pengawasan pangan  menyatakan bahwa produk pangan yang dijadikan sampel tidak memenuhi syarat. Hasil laporan tersebut secara lengkap dapat dilihat pada keterangan di bawah ini:
Adanya pengawasan yang dilakukan oleh BPOM Surabaya ke pasar tradisional di Kabupaten Mojokerto yaitu tepatnya di Pasar Brangkal, Mojokerto. Diketahui dari 21 sampel pangan dalam kemasan produk IRTP yang diuji laboratorium diantaranya ditemukan 12 sampel memenuhi syarat dan 9 sampel tidak memenuhi syarat yang setelah diadakan pemeriksaan dengan uji laboratorium BPOM di Surabaya diketahui bahwa  9 sampel tersebut positif mengandung Rhodamin B dalam aneka macam krupuk yang dijual, diantaranya krupuk kecil warna merah, krupuk pasir kuning merah, opak benhur merah, terasi, krupuk pretulo, krupuk eyek – eyek, krupuk bibir, krupuk poteng merah, krupuk sadarida.
Semua sampel yang dilakukan untuk uji laboratorium oleh Dinkes Kabupaten Mojokerto tidak mencantumkan nama pengolah dan nomor pendaftaran pangan pada kemasan, berarti produk tersebut belum mendapatkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (untuk selanjutnya disebut SPP – IRT) atau sudah mendapatkan SPP – IRT tetapi tidak menjalankan seperti apa yang telah ditentukan dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor HK. 03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang dijadikan sampling oleh Dinkes Kabupaten Mojokerto hanya menyebutkan nama produk dan jenis pangan. Kesimpulan akhir per parameter dari hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa pangan di atas tidak memenuhi syarat untuk diedarkan karena hasilnya positif terdapat Rhodamin B. Adanya peristiwa di atas perihal pangan mengandung pewarna tekstil Rhodamin B, Methanil Yellow, dan pangan yang mengandung pengawet formalin dan boraks, maka BPOM telah memohon kerjasama Kepala Dinkes Kabupaten Mojokerto agar :
1)	Kepada pelaku usaha diminta untuk menarik produk pangan yang mengandung bahan berbahaya dari peredaran serta memusnahkan produk tersebut dengan disaksikan oleh petugas Dinas Kesehatan.
2)	Kepada pelaku usaha diminta untuk tidak mengedarkan lagi produk pangan yang mengandung bahan berbahaya.
3)	Menelusuri sumber bahan berbahaya tersebut.
Hasil penelitian dari Disperindag Kabupaten Mojokerto, terdapat hasil temuan baru, yakni di Kabupaten Mojokerto belum ada sebuah lembaga atau yayasan yang dapat melindungi kepentingan konsumen dan baru akan dibentuk yaitu Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (untuk selanjutnya disebut BPSK). Surat tersebut berasal dari Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen yang berisi penyampaian Keputusan Presiden RI tentang pembentukan BPSK untuk diteruskan kepada Bidang Bina Usaha Perdagangan Disperindag Kabupaten Mojokerto. Keputusan yang dimaksud yaitu Keputusan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan BPSK pada Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Bojonegoro, dan Kota Tomohon. Jadi, selama ini di Kabupaten Mojokerto khususnya, baru akan membentuk BPSK pada tahun 2014. Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili atau BPSK terdekat. Dalam hal ini, konsumen yang merasa dirugikan belum bisa menggugat pelaku usaha karena belum terbentuknya BPSK di Kabupaten Mojokerto.
3.	Hasil Observasi di Lapangan oleh Peneliti terkait Bahan Tambahan Pangan di Pasar Tradisional Mojokerto
Dalam rangka mendapatkan data terkait pelaksanaan Permenkes 033 Tahun 2012, selain data dari Dinkes Kabupaten Mojokerto peneliti juga melakukan observasi di lapangan untuk melihat fakta yang sebenarnya. Observasi dilakukan dengan melihat langsung label pada pangan dalam kemasan khususnya PIRT. Selain itu observasi juga dilakukan dengan melihat perilaku pedagang dan perilaku konsumen apakah sesuai  dengan sikap yang telah di perlihatkan melalui pengisian angket. Observasi dilakukan mulai tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan 30 April 2014. Adapun sasarannya adalah produk pangan yang dijual khusunya PIRT, pedagang pangan, dan konsumen pangan.
Selanjutnya, berdasarkan penyebaran angket yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 25 Maret 2014 dan 26 Maret 2014, di Pasar Brangkal, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto terdapat 20 angket yang diberikan kepada pedagang pangan dan 40 angket yang diberikan kepada 40 konsumen pangan di Pasar Brangkal. Penyebaran angket yang disebarkan tersebut telah mendapat persetujuan dari Kepala PD Pasar Brangkal, yaitu Bapak Eko. 

B.	PEMBAHASAN
1.	Implementasi Permenkes 033/2012 terhadap pangan dalam kemasan di Pasar tradisional Mojokerto
Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, terlihat fakta di lapangan bahwa antara data dari Dinkes Kabupaten Mojokerto dan data di lapangan yang diperoleh peneliti menggambarkan adanya kesamaan yaitu dalam hal hasil penelitian. Data yang didapat oleh peneliti dari Dinkes Kabupaten Mojokerto yaitu seperti dalam gambar 3.2 di atas menunjukkan bahwa hasil uji sampel produk pangan yang dilakukan oleh BPOM di Pasar Brangkal Mojokerto terdapat 21 sampel pangan berupa kerupuk yang diambil untuk di uji laboratorium dikarenakan pada waktu tersebut, pangan yang dicurigai mengandung BTP yang dilarang dan sering digunakan ditambahkan dalam produk pangan adalah kerupuk. Alasan selanjutnya BPOM menggunakan sampel 21 pangan berupa kerupuk dikarenakan produk pangan yang dominan di Pasar Brangkal Mojokerto adalah kerupuk. Maka dari itu BPOM menguji 21 sampel produk pangan yaitu berupa kerupuk. Berdasarkan hasil uji laboratorium tersebut, dari 21 sampel pangan yang diuji laboratorium, 11 diantaranya positif mengandung Rhodamin B yang berarti dilarang untuk diedarkan dan 9 produk boleh untuk diperdagangkan. Jadi dari 21 sampel tersebut, prosentase  yang didapat adalah 52% produk yang dijadikan sampel untuk diuji laboratorium di Pasar Brangkal mengandung bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP. Jika semua produk di pasaran di uji laboratorium maka akan mendapatkan hasil yang sangat mengejutkan.
Dalam penelitian ini, peneliti memberikan kategori baik atau tidak baik berkaitan dengan pelaksanaan Permenkes 033 Tahun 2012, sedangkan optimal atau tidak optimal berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dinkes dan Disperindag Kabupaten Mojokerto terkait pelanggaran Permenkes 033 Tahun 2012. Pelaksanaan Permenkes 033 Tahun 2012 dikatakan baik atau tidak baik berdasarkan indikator di bawah ini:
No.	Karegori	%
1.	Sangat Baik	75% - 100%
2.	Baik	50% - 75%
3.	Tidak Baik	25% - 50%
4.	Tidak Baik Sekali	0% - 25%

Berdasarkan hasil observasi yang didapat oleh peneliti berkaitan dengan pelaksanaan Permenkes 033 Tahun 2012, maka diperoleh  prosentase label  pangan yang tidak dicantumkan dalam kemasan pangan berjumlah ≥ 70%, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pencantuman label pangan pada kemasan pangan berdasarkan Permenkes 033 Tahun 2012 adalah baik. Kemudian pelaksanaan suatu perundang – undangan juga dipengaruhi oleh faktor kesadaran hukum manusia. Faktor kesadaran hukum sendiri terdiri dari beberapa indikator yakni:
a.	Pengetahuan tentang peraturan – peraturan hukum (law awarness);
b.	Pemahaman tentang isi peraturan – peraturan hukum (law acquaitance);
c.	Sikap terhadap peraturan – peraturan hukum (law attitude);
d.	Pola – pola perilaku hukum
Peneliti memberikan indikator tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai Permenkes 033 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:
No.	Karegori	%
1.	Sangat Tinggi	75% - 100%
2.	Tinggi	50% - 75%
3.	Rendah	25% - 50%
4.	Sangat Rendah	0% - 25%

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat berdasarkan penyebaran angket yang dilakukan oleh peneliti kepada pedagang pangan di Pasar Brangkal berkaitan dengan pelaksanaan Permenkes 033 Tahun 2012 (lihat tabel 3.5), maka diperoleh  prosentase secara keseluruhan mengenai pengetahuan pedagang dengan adanya Permenkes 033 Tahun 2012 adalah berjumlah 92%, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan pedagang mengenai Permenkes 033 Tahun 2012 adalah sangat tinggi, artinya pedagang mengetahui dengan adanya Permenkes 033 Tahun 2012. Menurut Salman dan Susanto, pengetahuan hukum adalah “pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis atau hukum tidak tertulis”. Pengetahuan tersebut berkaitannya dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Pengetahuan tersebut juga erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan.
Berdasarkan hasil penelitian yang didapat berdasarkan penyebaran angket yang dilakukan oleh peneliti kepada pedagang pangan di Pasar Brangkal berkaitan dengan pelaksanaan Permenkes 033 Tahun 2012 (lihat tabel 3.5), maka diperoleh  prosentase secara keseluruhan mengenai tingkat pemahaman pedagang pangan dengan adanya substansi Permenkes 033 Tahun 2012 adalah berjumlah 48%, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman pedagang pangan mengenai Permenkes 033 Tahun 2012 adalah rendah. Menurut Salman dan Susanto, “Pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak – pihak yang diatur kehidupannya oleh peraturan tersebut”. Artinya, pemahaman pedagang mengenai isi atau substansi dari Permenkes 033 Tahun 2012 masih kurang karena tingkat pemahaman pedagang yang rendah. Dalam pemahaman hukum tidak diisyaratkan seseorang harus mengetahui terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu hal, jadi meskipun pedagang tersebut tahu dengan adanya pengaturan Permenkes 033 Tahun 2012, akan tetapi tingkat pemahaman pedagang rendah. Dapat disimpulkan bahwa pedagang mengetahui Permenkes 033 Tahun 2012 tetapi tidak paham isi atau substansinya.
Peneliti memberikan indikator sikap dan pola perilaku masyarakat mengenai Permenkes 033 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:
No.	Karegori	%
1.	Sangat Baik	75% - 100%
2.	Baik	50% - 75%
3.	Tidak Baik	25% - 50%
4.	Sangat Tidak baik	0% - 25%
Kesadaran hukum selanjutnya adalah mengenai sikap. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat berdasarkan penyebaran angket yang dilakukan oleh peneliti kepada pedagang pangan di Pasar Brangkal berkaitan dengan pelaksanaan Permenkes 033 Tahun 2012 (lihat tabel 3.6), maka diperoleh  prosentase secara keseluruhan mengenai sikap pedagang pangan dengan adanya Permenkes 033 Tahun 2012 adalah berjumlah 54%, maka dapat disimpulkan bahwa sikap pedagang pangan mengenai Permenkes 033 Tahun 2012 adalah baik. Menurut Salman dan Susanto, sikap hukum diartikan sebagai “suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati”. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan masyarakat terhadap hukum yang sesuai dengan nilai – nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya. Artinya, sikap yang diberikan pedagang mengenai Permenkes 033 Tahun 2012 baik, akan tetapi bagaimana dengan pola perilaku pedagang akan dijelaskan. 
Kesadaran hukum selanjutnya adalah mengenai pola perilaku. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat melalui penyebaran angket yang dilakukan oleh peneliti kepada pedagang pangan di Pasar Brangkal berkaitan dengan pelaksanaan Permenkes 033 Tahun 2012, maka diperoleh  prosentase secara keseluruhan mengenai perilaku pedagang pangan dengan adanya Permenkes 033 Tahun 2012 adalah berjumlah 100% tidak menunjukkan sikap yang baik seperti yang telah diberikan pedagang pangan, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku pedagang pangan mengenai Permenkes 033 Tahun 2012 adalah sangat tidak baik. Menurut Salman dan Susanto, “Seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum”. Artinya, perilaku yang diberikan pedagang mengenai Permenkes 033 Tahun 2012 sangat tidak baik, hal tersebut bertentangan dengan sikap yang diberikan oleh pedagang pangan. Kesimpulannya tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh pedagang tinggi, tingkat pemahaman pedagang rendah, sikap yang diberikan baik sedangkan perilaku yang ditunjukkan sangat tidak baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya sikap pedagang yang selalu memeriksa pangan saat pertama kali datang untuk diperiksa labelnya. Akan tetapi, pada kenyataanya peneliti melihat secara langsung bahwa pedagang tidak pernah memeriksa label pangan dan langsung menjual pangan tersebut.
Berdasarkan penjelasan di atas, dalam penelitian ini pengawasan dikatakan optimal apabila memenuhi ketiga indikator di bawah ini:
1.	Pengawasan berkaitan dengan BTP tersebut telah dilakukan secara rutin setiap bulan.
2.	Apabila dalam pengawasan berkaitan dengan BTP tersebut ditemukan pelanggaran, maka pelaku ditindak sesuai ketentuan Permenkes 033 Tahun 2012.
3.	Dilakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pedagang terkait pangan yang dijual aman atau tidak untuk dikonsumsi.
Pengawasan terhadap industri dan penggunaan BTP dalam pasal 16 Permenkes 033 tahun 2012 dilakukan oleh Kepala BPOM untuk kemudian didelegasikan ke Dinkes dan Disperindag di setiap daerah. Bentuk pengawasan yang dilakukan antara lain yaitu melakukan inspeksi mendadak yang dilakukan dengan cara membeli sampel pangan terhadap panganan jajanan yang dijual di kantin sekolah dan penjual jajanan keliling di sekitar sekolah serta di pasar – pasar tradisional. Setelah dibeli, sampel tersebut dilakukan pengujian dengan menggunakan Rapid Test Kit. Jika masih ada sampel yang tidak memenuhi syarat yaitu mengandung Borax, Rhodamin B, Methanyl Yellow,dan Formalin. Maka penegakan hukum harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan berdasarkan ketentuan pasal 17 Permenkes 033 Tahun 2012 yakni kedua institusi di atas dapat mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran  Permenkes 033 Tahun 2012 kepada pedagang yaitu terlebih dahulu melalui peringatan secara tertulis yang berisi perintah untuk menyeleksi pangan yang dijualnya dan melarang pedagang untuk menjual jajanan yang mengandung BTP yang dilarang ditambahkan pada produk pangan. Tindakan selanjutnya apabila peringatan secara tertulis tidak diindahkan, maka akan ada larangan untuk mengedarkan sementara waktu dan/ atau perintah untuk penarikan kembali dari peredaran. Apabila hal tersebut tidak diindahkan juga, maka institusi di atas dapat memberikan perintah untuk pemusnahan jika terbukti tidak memenuhi persyaratan keamanan atau mutu. Tindakan administratif akhir adalah pencabutan izin edar.
Selain data dari Dinkes, peneliti juga melakukan observasi produk pangan untuk melihat secara langsung di lapangan. Sebagaimana terlihat dalam tabel 3.3 lembar observasi dapat disampaikan bahwa pada kenyataannya pangan yang pernah dijadikan sampel oleh BPOM Surabaya untuk di uji laboratorium masih beredar di pasar Brangkal Mojokerto. Masih banyak pedagang yang berjualan produk yang sudah jelas dilarang diperdagangkan di pasaran. Hal ini dikarenakan kurang tegasnya aturan terkait penggunaan BTP yaitu Permenkes 033 Tahun 2012 dalam penegakan hukum. Salah satunya tidak ada sanksi yang memberatkan pedagang membuat para pedagang tetap berjualan pangan yang dilarang dijual di pasaran. Permasalahan tersebut membuat pengawasan Permenkes 033 Tahun 2012 kurang berjalan optimal.
Peneliti juga melakukan penelitian terhadap pangan dalam kemasan produk IRTP yang lain, dalam hal ini tidak diambil sampel oleh Dinkes dan Disperindag maupun BPOM Surabaya yaitu pangan selain kerupuk. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang dalam menjual pangan dalam kemasan yaitu dengan tidak memperhatikan ketentuan label yang telah disebutkan di dalam PP Nomor 69 Tahun 1999. Pangan yang ditemukan oleh peneliti pada saat observasi di Pasar Brangkal Mojokerto untuk diteliti kemasan yang mencantumkan label pangan terdapat dalam lampiran akhir penelitian ini. Dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pangan dalam kemasan produk IRTP, berkaitan dengan BTP hanya mencantumkan golongan BTP, akan tetapi tidak mencantumkan jenis BTP yang digunakan. 
Hasil wawancara antara peneliti dengan Dinkes terkait pelaksaan Permenkes 033 Tahun 2012 yaitu seperti instrrumen dalam lampiran 5, mendapatkan jawaban bahwa penerapan Permenkes 033 Tahun 2012 sudah berjalan dengan baik, akan tetapi belum optimal. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu S. Indriastuti yang mengatakan: “Iya, Permenkes 033 Tahun 2012 sudah diterapkan di Kabupaten Mojokerto. Menurut saya, Permenkes 033 Tahun 2012 sudah berjalan dengan baik, hanya saja ada yang membuat pengawasan Permenkes 033 Tahun 2012 kurang berjalan optimal”. Pihak Dinkes Kabupaten Mojokerto telah menyediakan blanko perizinan untuk Produksi Industri Rumah Tangga dan dapat dilihat pada lampiran 10. Dinkes Kabupaten Mojokerto juga pernah tidak memberikan izin kepada pemohon penerbitan izin produksi.
Pengawasan terhadap Permenkes 033 Tahun 2012 di Kabupaten Mojokerto dilakukan 1 tahun sekali dan yang bertugas mengawasi pangan yang mengandung BTP adalah Dinkes dan Disperindag Kabupaten Mojokerto. Terkait penggunaan BTP, pihak Dinkes Kabupaten Mojokerto sampai sejauh ini hanya menegur saja sampai 3 kali teguran dan belum sampai menutup atau mengambil produk dari pedagang di pasaran yang mengandung bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP. Dinkes juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keamanan pangan, pemakaian BTP, cara produksi yang baik, higienitasi dan melakukan pengambilan sampel Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).
Pada kenyataanya masih beredar pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP. Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui dinas terkait telah memberikan teguran kepada pedagang yang menjual produk makanan yang tercampur zat kimia berbahaya pada 9 jenis makanan, yakni kerupuk kecil warna merah, kerupuk pasir kuning merah, kopak benhur merah, terasi, kerupuk pretulo, kerupuk eyek – eyek, kerupuk bibir, kerupuk poteng merah, dan kerupuk sadarida oleh BPOM. Kewenangan melakukan tindakan penarikan adalah BPOM bekerjasama dengan Dinkes dan Disperindag Kabupaten Mojokerto. Kedua dinas tersebutlah yang memiliki otoritas dalam melakukan pengawasan dan pengujian sejumlah makanan yang biasa dikonsumsi masyarakat. Kedua dinas tersebut harus segera bertindak agar bisa menekan angka kerugian masyarakat. Namun sebelumnya, kedua dinas tersebut harus melayangkan surat teguran kepada produsen makanan maupun pedagang, agar tidak lagi menjual pangan yang tercampur zat berbahaya. Atas temuan di atas, Dinkes Kabupaten Mojokerto telah melayangkan surat teguran tetapi dihiraukan dan tidak adanya tindakan penarikan atas pangan yang dinyatakan positif mengandung Rhodamin B. Fakta di lapangan masih banyak dijumpai pangan yang tercemar zat tersebut, maka produsen dan pedagang bisa terjerat UUPK dengan denda di atas Rp 200.000.000,00. Jika pangan tersebut menimbulkan efek berbahaya bagi konsumen, seperti keracunan atau hingga meninggal dunia, maka produsen bisa diancam pidana. Penarikan pangan dari pasaran bukan wewenang Disperindag Kabupaten Mojokerto. Tugas Disperindag Kabupaten Mojokerto hanya memberikan pembinaan, sosialisasi dan pengawasan. Kesimpulannya penerapan Permenkes 033 Tahun 2012 di pasar tradisional Mojokerto sudah berjalan baik tetapi belum optimal.
2.	Kendala – kendala yang dialami oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto terkait penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan
Berkaitan dengan kendala dalam pelaksanaan Permenkes 033 Tahun 2012, terdapat suatu kendala yang menyebabkan penerapan tersebut kurang berjalan optimal. Peneliti mengelompokkan kendala menjadi 2 bagian, yakni kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal merupakan suatu kendala yang dialami dari faktor dalam yaitu kendala yang dialami oleh Dinkes Kabupaten Mojokerto dan kendala yang dialami oleh Disperindag Kabupaten Mojokerto. Sedangkan kendala eksternal adalah kendala yang terdapat dari faktor luar, yaitu tingkat kesadaran hukum masyarakat kurang. Kesadaran hukum yang menjadi kendala eksternal terdiri dari tingkat pengetahuan masyarakat, tingkat pemahaman masyarakat, sikap masyarat dan pola perilaku masyarakat dengan adanya suatu aturan.
1.	Kendala Internal
a.	Dinkes Kabupaten Mojokerto
Dalam penerapan Permenkes 033 Tahun 2012, terdapat kendala yang dialami oleh Dinkes Kabupaten Mojokerto yaitu terbatasnya dana, terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM yang dimiliki oleh Dinkes Kabupaten Mojokerto, rendahnya pemahaman pegawai dalam lingkup Dinkes Kabupaten Mojokerto mengenai substansi Undang – Undang dan keamanan pangan, tidak adanya sarana dan prasarana untuk menguji makanan hasil operasi pasar dalam jumlah banyak, tidak adanya tugas pokok dan fungsi yang secara tegas untuk melakukan tugas pengawasan terhadap makanan dan minuman.
a.	Disperindag Kabupaten Mojokerto
Dalam penerapan Permenkes 033 Tahun 2012, terdapat kendala yang dialami oleh Disperindag Kabupaten Mojokerto yaitu kurangnya pengawasan, terbatasnya dana, tidak bisa menerapkan sanksi administratif, dan tidak ada BPSK di Kabupaten Mojokerto. 
2.	Kendala Eksternal 
Kendala selanjutnya yang dihadapi oleh Dinkes dan Disperindag Kabupaten Mojokerto adalah berasal dari kendala eksternal yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Mojokerto, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai keamanan pangan, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajibannya selaku konsumen, rendahnya pengetahuan pelaku usaha mengenai perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peredaran pangan mengandung pewarna tekstil Rhodamin B, Methanil Yellow, dan pangan yang mengandung Pengawet Formalin dan Boraks, ketidaktahuan konsumen terhadap adanya peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B Methanil Yellow, dan pangan yang mengandung pengawet Formalin dan Boraks serta hak dan kewajibannya sebagai konsumen.

3.	Upaya – upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto terkait penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan 
Berkaitan dengan kendala dalam pelaksanaan Permenkes 033 Tahun 2012 yang menyebabkan penerapan tersebut kurang berjalan optimal, terdapat suatu upaya yangg dilakukan untuk mengatasi kendala internal dan kendala eksternal. Peneliti mengelompokkan upaya menjadi 2 bagian sesuai dengan kendala yang dihadapi di atas, yakni upaya untuk mengatasi kendala internal dan upaya untuk mengatasi kendala eksternal. Upaya untuk mengatasi kendala internal merupakan suatu upaya untuk mengatasi kendala yang dialami dari faktor dalam yaitu upaya yang dilakukan oleh Dinkes Kabupaten Mojokerto dan upaya yang dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Mojokerto. Sedangkan upaya untuk mengatasi  kendala eksternal adalah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terdapat dari faktor luar, yaitu upaya mengatasi tingkat kesadaran hukum masyarakat yang kurang.
1.	Upaya mengatasi Kendala Internal
Upaya mengatasi kendala internal dilakukan oleh dua dinas yaitu Dinkes Kabupaten Mojokerto dan Disperindag Kabupaten Mojokerto. Berikut penjelasannya:
a.	Dinkes Kabupaten Mojokerto
Untuk mengatasi kendala yang dialaminya, Dinkes Kabupaten Mojokerto berusaha melakukan upaya – upaya yaitu meminta penambahan anggaran dana pada Pemerintah Daerah, meminta penambahan jumlah pegawai kepada Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan dalam bidang perlindungan konsumen, mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada pegawai dalam lingkup Dinkes Kabupaten Mojokerto mengenai UUPK, UU Pangan, UU Kesehatan dan Keamanan Pangan, mengajukan pembangunan laboratorium kepada Pemerintah Daerah untuk menguji pangan hasil operasi pasar dalam jumlah banyak, Mengeluarkan Surat Perintah Tugas (untuk selanjutnya disebut SPT) yang menjadi dasar bagi Seksi Farmasi Makanan dan Minuman untuk mengadakan pengawasan terhadap makanan dan minuman.
b.	Disperindag Kabupaten Mojokerto
Untuk mengatasi kendala yang dialaminya, Disperindag Kabupaten Mojokerto berusaha melakukan upaya – upaya yaitu melakukan pengawasan secara berkala, memberikan teguran sekaligus pembinaan, memberikan sosialisai, pembentukan BPSK 

Upaya lain yang dilakukan agar pelaksanaan Permenkes 033 Tahun 2012 lebih baik lagi adalah pedagang harus mengecek terlebih dahulu pangan yang akan dijualnya yaitu melalui label. Pedagang harus memeriksa label pangan yang tertera dalam kemasan pangan mulai dari tanggal kadaluwarsa sampai dengan kandungan BTP yang ada di dalam pangan tersebut. Demikian juga dengan konsumen, konsumen harus mengecek label pangan yang tertera pada kemasan pangan sebelum membelinya. Berkaitan dengan hal tersebut, produsen pangan juga harus melakukan pencantuman label sesuai dengan yang telah dipersyaratkan dan tidak menggunakan BTP yang dilarang ditambahkan pada produk pangan. Jika pedagang dan konsumen bahkan produsen tetap tidak mau, maka jalur hukum mungkin bukanlah cara penyelesaian yang tepat. Mengatasi hal tersebut juga dapat dilakukan dengan cara mengembalikan apa yang telah dilakukan, yaitu apabila pedagang tidak mau memeriksa label pangan yang tertera dalam kemasan pangan mulai dari tanggal kadaluwarsa sampai dengan kandungan BTP yang ada di dalam pangan tersebut dan produsen tetap menambahkan BTP yang dilarang, maka dinas terkait memberikan teguran seperti bagaimana apabila pangan tersebut dikonsumsi oleh anak – anak mereka atau bahkan keluarga mereka. Mungkin untuk jangka pendek tidak akan langsung terlihat efek dari pangan yang tidak aman untuk dikonsumsi tersebut. Akan tetapi, dalam jangka panjang dapat menyebabkan kanker bahkan mungkin sampai meninggal dunia. Dengan demikian, pedagang dan konsumen ada iktikad untuk memeriksa label pangan yang tertera dalam kemasan pangan.
2.	Upaya mengatasi Kendala Eksternal




Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka Peneliti membuat simpulan sebagai berikut: 
1.	Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, terlihat bahwa kurangnya kesadaran hukum dari pedagang pangan sehingga membuat penerapan Permenkes 033 Tahun 2012 kurang berjalan optimal. Data dari dinas kesehatan kabupaten mojokerto sebagai hasil pembahasan kemudian didukung adanya observasi peneliti terhadap produk makanan dalam kemasan pada label produk IRTP banyak sekali yang belum mencantumkan komposisi secara lengkap terutama dalam hal ini penggunaan BTP. Hal selanjutnya yang membuat implementasi Permenkes 033 Tahun 2012 kurang berjalan optimal adalah sanksi yang diberikan hanya masih sampai sanksi administratif saja, tidak sampai sanksi pidana.
2.	Kendala dibagi menjadi 2 bagian, yakni kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal dialami oleh Dinkes dan Disperindag Kabupaten Mojokerto. Kendala yang dialami oleh Dinkes Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran makanan yang mengandung BTP yang dilarang ditambahkan pada pangan yaitu terbatasnya dana, terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM yang dimiliki oleh Dinkes Kabupaten Mojokerto, rendahnya pemahaman pegawai dalam lingkup Dinkes Kabupaten Mojokerto mengenai substansi Undang – Undang dan keamanan pangan, tidak adanya sarana dan prasarana untuk menguji makanan hasil operasi pasar dalam jumlah banyak, tidak adanya tugas pokok dan fungsi yang secara tegas untuk melakukan tugas pengawasan terhadap makanan dan minuman. Kendala yang dialami oleh Disperindag Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran makanan yang mengandung BTP yang dilarang ditambahkan pada pangan yaitu kurangnya pengawasan, terbatasnya dana, tidak bisa menerapkan sanksi administratif, dan tidak ada BPSK di Kabupaten Mojokerto.Sedangkan kendala eksternal yaitu tingkat kesadaran hukum masyarakat kurang. Kesadaran hukum yang menjadi kendala eksternal terdiri dari tingkat pengetahuan masyarakat, tingkat pemahaman masyarakat, sikap masyarat dan pola perilaku masyarakat dengan adanya suatu aturan.
3.	Upaya dibagi menjadi 2 bagian yakni upaya untuk mengatasi kendala internal dan upaya untuk mengatasi kendala eksternal. Upaya untuk mengatasi kendala internal yaitu upaya yang dilakukan oleh Dinkes Kabupaten Mojokerto dan upaya yang dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Mojokerto. Upaya Dinkes Mojokerto adalah meminta penambahan anggaran dana pada Pemerintah Daerah, meminta penambahan jumlah pegawai kepada Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan dalam bidang perlindungan konsumen, mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada pegawai dalam lingkup Dinkes Kabupaten Mojokerto mengenai UUPK, UU Pangan, UU Kesehatan dan Keamanan Pangan, mengajukan pembangunan laboratorium kepada Pemerintah Daerah untuk menguji pangan hasil operasi pasar dalam jumlah banyak, Mengeluarkan SPT yang menjadi dasar bagi Seksi Farmasi Makanan dan Minuman untuk mengadakan pengawasan terhadap makanan dan minuman. Upaya yang dilakukan Disperindag Kaabupaten Mojokerto yaitu melakukan pengawasan secara berkala, memberikan teguran sekaligus pembinaan Sedangkan upaya untuk mengatasi kendala eksternal yaitu upaya mengatasi tingkat kesadaran hukum masyarakat yang kurang.

Saran
Atas dasar penelitian yang dilakukan, Peneliti ingin menyampaikan beberapa saran antara lain: 
1)	Bagi Dinkes Kabupaten Mojokerto harus lebih memberanikan untuk menerapkan sanksi administratif kepada pedagang pangan yang melanggar peraturan perundang – undangan terkait BTP. 
2)	Bagi Disperindag Kabupaten Mojokerto hendaknya intensif untuk melakukan operasi pasar yang berbentuk pengawasan dan pembinaan bagi pelaku usaha dan konsumen di pusat penjualan pangan khususnya pasar tradisional atau pasar modern yang masih banyak menjual makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B sehingga tercipta pemenuhan perlindungan hukum bagi konsumen. 
3)	Bagi konsumen atau masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Mojokerto untuk lebih berhati-hati dalam membeli makanan serta memperhatikan hak dan kewajibannya sebagai konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk barang dan/atau jasa.






Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi 2010. Jakarta: Rineka Cipta.
Bahder ohan Nasution. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju.
Djahiri, A.K. 1985. Strategi Pengajaran Afektif Nilai Moral VCT dan Games terhadap VCT. Bandung: Jurusan PMPKN FPIPS IKIP Bandung.
Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2009. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Friedman, Lawrence M. 2011. Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial. Bandung: Nusa Media
Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2011. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
M. Ali Mansyur. Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen.
Nasution, Az. 2007. Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar). Jakarta: Diadit Media.
Pudji, Winiati Rahayu (Ed.). 2003. Bahan Tambahan Pangan. Jakarta: Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan.
Salman, Otje dan Susanto. 2004. Beberapa Aspek Sosiologi Hukum. Bandung: Alumni.
Soekanto, Soerjono. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI – Press.
Soekanto, Soerjono. 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali Press.
Soekanto, Soerjono. 1983. Penegakan Hukum. Bandung: Bina Cipta.
Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabeta.








Undang – Undang Dasar 1945.
Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867).
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424).
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239/Menkes/Per/V/1985 tentang Zat Warna Tertentu yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757).
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 dan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 929)
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada kabupaten Mojokerto, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Bojonegoro dan Kota Tomohon.
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 00.05.5.1.4547 Tahun 2004 tentang Persyaratan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pemanis Buatan pada Produk Pangan.
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. 
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto.
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 3).




Solichin, Wahab. 2004. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.




Bahan Tambahan Pangan (Food Additive). 2006. Produksi: Ebookpangan.com
Fadholi, Arif. 2010. Sakarin. (http://ariffadholi.blogspot.com/2010/04/sakarin.html?=1 (​http:​/​​/​ariffadholi.blogspot.com​/​2010​/​04​/​sakarin.html?=1​), diakses 21 Januari 2014).
Food reviewer. 2012. Penggolongan BTP. (http://H:/BLOGGER%20PANGAN%20%20December%202012.htm (​http:​/​​/​H:​/​BLOGGER%20PANGAN%20%20December%202012.htm​), diakses 21 Januari 2014).
http://mojokertones.com/2012/27/12/10-pasar-diserahkan-pengelolaannya-ke-desa/
Mahji14. 2011. Makalah Penyalahgunaan Bahan Berbahaya pada makanan. (http://lpkjatim.blogspot.com/2009/12/hasil-kajian-bpkn-di-bidang-pangan.html (​http:​/​​/​lpkjatim.blogspot.com​/​2009​/​12​/​hasil-kajian-bpkn-di-bidang-pangan.html​)), diakses 13 Agustus 2014
Santika Indonesia. 2012. Mengapa BTP ditambahkan?. (http://www.fda.gov/food/foodingredientspackaging/ (​http:​/​​/​www.fda.gov​/​food​/​foodingredientspackaging​/​​), diakses 21 Januari 2014).
W, Diana. 2013. Balai POM temukan dua jenis Bahan Berbahaya di Pasar Wadai Ramadhan. (http://rri.co.id/index.php/berita/60844/Balai-POM-Temukan-Dua-Jenis-Bahan- (​http:​/​​/​rri.co.id​/​index.php​/​berita​/​60844​/​Balai-POM-Temukan-Dua-Jenis-Bahan-​), diakses tanggal 24 Januari 2014).

Lain – Lain
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